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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
  Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, 
masyarakat dan pemerintah. Dapat dikatakan pada saat ini tanggung jawab 
masing - masing belum optimal, terutama partisipasi masyarakat yang masih 
dirasakan belum banyak diberdayakan. Oleh karena itu, secara hakiki 
pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 
upaya pembangunan manusia. Upaya-upaya pembangunan di bidang 
pendidikan, pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan 
manusia itu sendiri. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, 
didalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada 
individu, masyarakat dan warga negara adalah tanggung jawab bersama anatara 
pemerintah, masyarakat dan keluarga. 
 Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
disebutkan salah satu misinya adalah memberdayakan peran serta masyarakat 
dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam  
konteks  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian masyarakat berperan 
dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, 
pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan 
komite sekolah/madrasah. Pembinaan pendidikan dasar dan menengah adalah 
mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah atau masyarakat 
dengan memperkenalkan Dewan Pendidikan ditingkat Kabupaten/Kota serta 
pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah ditingkat sekolah. Hasil 
analisis dari berbagai studi menunjukan bahwa ada dua factor yang 
menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. 
Pertama, kebijakan penyelengaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada 
keluaran pendidikan (output) terlalu memusat (input) dan kurang 
memperhatikan pada proses pendidikan. Kedua, penyelengagaran pendidikan 
dilakukan secara sentralistik yang menyebabkan tingginya ketergantungan 
kepada birokrasi dan seringkali kebijakan pusat terlalu umum dan kurang 
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menyentuh atau tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah setempat. 
Segala sesuatu yang diatur menyebabkan penyelenggara sekolah kehilangan 
kemandidrian, inisiatif, dan kreatif.hal ini menyebabkan usaha dan daya untuk 
mengembangkan atau meningkatkan mutu pendidikan dan keluaran terutama 
orang tua siswa dalam penyelenggaran pendidikan selama ini hanya terbatas 
pada dukungan dana, padahal partisipasi mereka sangat penting dalam proses 
pendidikan antara lain pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi dan 
akuntabilitas. 
 Sejalan dengan perubahan paradigma baru pemerintahan dari sistem 
sentralisasi menjadi  desentralisasai dalam urusan pemerintahan, termasuk 
urusan pendidikan. Pendidkan tidak hanya menjadi urusan pemerintah saja, 
namun juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi orangtua dan 
masyarakat dengan pemerintah diharapkan menjadi kerjasama yang sinergis 
untuk meningkatkan mutu pendidikan. Konsep desentralisasi dalam pendidikan 
muncul sejalan dengan perkembangan pola pikir masyarakat sebagai salah satu 
dampak pembangunan pendidikan. Pemikiran pemberian otonomi yang lebih 
luas kepada daerah melahirkan konsep gagasan untuk mengembangkan sistem 
desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan nasional. 
 Simon dalam Komariah dan Triatna mendefinisikan desentralisasi 
sebagai suatu organisasi administratif adalah sentralisasi yang luas apabila 
keputusan yang dibuat pada level organisasi yang tinggi, desntralisasi yang 
luas apabila keputusan didelegasikan dari top management kepada level yang 
rendah dari wewenang eksekutif.
1
 Berdasarkan pengertian tersebut, 
desentralisasi merupakan wujud kepercayaan pusat kepada daerah untuk 
melaksanakan pembangunannya  berdasarkan prakarsa sendiri. Implikasinya 
adalah daerah harus bertanggung jawab secara profesional untuk menampilkan 
kinerja terbaiknya. 
 Penyelenggaraan otonomi daerah harus diartikan sebagai upaya 
pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 
                                                             
1 Komariah dan Triatna,Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif,( Jakarta: PT Bumi 
Aksara ,2008).hlm.70 
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masyarakat dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. 
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan, 
diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi, aspirasi dan menggali potensi 
masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilasi. 
Salah satu wadah tersebut adalah Dewan Pendidikan ditingkat kabupaten/kota 
dan Komite sekolah di tingkat satuan pendidikan. 
 Upaya pemerintah untuk peningkatan mutu, pemerataan, efesiensi 
penyelenggaraan pendidkan nasional perlu dukungan dari semua stakeholder, 
mengingat masalah pendidikan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. 
Bukti kongkrit keseriusan dan kesungguhan pemerintah untuk meningkatkan 
kuwalitas pendidikan adalah diterbitkannya Undang-undang Nomor 20 tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang sesuai dengan amanat 
perubahan Undang-undang Dasar 1945. Komite Sekolah merupakan 
penyempurnaan dan perluasan badan kemitraan dan komunikasi antara sekolah 
dengan masyarakat Komite Sekolah dibentuk sebagai bagian dari penerapan 
Manajemen Berbasis Seklolah (MBS) dan mempunyai kewenangan untuk 
mengelola dirinya sendiri. Pengelolaan sekolah ini dijalankan dengan asas 
partisipasi, transparansi dan akuntabilitasi artinya dalam pengelolaan sekolah 
dewan pendidikan khususnya kepala sekolah bekerja sama dengan masyarakat 
sekolah. Oleh sebeb itu, diperlukan wadah yang bisa dipakai oleh masyarakat 
sekolah untuk mengemban amanat tersebut. Wadah tersebut adalah Komite 
Sekolah. Sebagaimana di jelaskan oleh Mulyasa bahwa dalam MBS 
memberikan otonomi luas pada tingkat sekola dan melibatkan masyarakat 
dalam rangka mengeluarkan kebijakan pendidikan.
2
 
 Sebagaimana diungkapkan pula oleh Rohmat bahwa manajemen berbasis 
sekolah adalah desentralisasi pendidikan yang lebih memeberikan keluasan 
untuk mengambillan kebijakan pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan 
sistem kinerja dalam pendidikan.
3
 Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 
merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 
                                                             
2
 Mulyasa,Manajmen Berbasis Sekolah(MBS) Konsep,Strategi dan Implementasi(Bandung : 
PT Rosdakarya,2007),hlm.24 
3 Rohmat, Kepemimpinan pendidikan,( STAIN Pres Purwokerto,2010) hlm.3 
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2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Amanat rakyat ini selaras dengan 
kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan kabupaten/kota sebagai 
pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan 
pendidikan. 
  Dengan kata lain, keberhasilan penyelanggaraan pendidikan tidak hanya 
menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah 
propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua dan masyarakat atau 
stakeholder pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipassi berbasis 
masyarakat ( comunicaty-based ) dan manajeman berbasis sekolah (school-
based management), yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi telah mulai 
dilaksanakan disekolah. 
 Undang-udnang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional pada pasal 54 disebutkan bahwa : 
1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran perorangan,  
kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi 
kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan 
pendidikan. 
2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna 
hasil pendidikan.
4
 
 Secara lebih spesifik dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pada 
pasal 56 menyebutkan bahwa di masyarakat ada Komite Sekolah yang 
berperan sebagai berikut : 
1. Masyarakat berperan dalam peningkatan perannya yang meliputi 
perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan 
pendidikan dan komite sekolah. 
2. Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam 
peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan 
prtimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta 
                                                             
4 Undang-Undang No.20 tahun 2003.tentang Sistem Pendidikan Nasional.(Bandung: Citra 
Umbara,2006),hal.104 
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pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi dan 
Kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. 
3. Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam 
peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan 
dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada 
tingkat satuan pendidikan.
5
 
 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan, 
sekolah perlu adanya partisipasi masyarakat dengan mengajak bekerjasama 
(togetherness) stakeholder dan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga 
semua potensi itu dikembangkan secara maksimal sesuai dengan kapabilitas 
masing – masing. Kebersamaan merupakan potensi yang sangat vital untuk 
membangun masyarakat untuk menciptakan demokrasi pendidikan. 
 Disamping itu sekolah bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan 
sehingga memberikan keputusan dan memiliki kebenaran untuk dikoreksi oleh 
stakeholder. Dengan kata lain, sekolah bersedia memberikan kepuasan publik 
dan menerima kritik untuk perbaikan terhadap penyelenggaraan pendidikan 
sekolah. Namun dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya dalam proses 
belajar mengajar masyarakat/komite sekolah kebanyakan belum berperan aktif 
dalam peningkatan mutu. Komite sekolah hanya diperlukan  pada saat adanya 
bantuan-bantuan pendidikan yang diberikan, komite sekolah lebih berperan 
sebagai input (data) dibandingkan berperan dalam proses sehingga seringkali 
komite sekolah sebagai formalitas satuan pendidikan. 
 Pada kenyataanya komite yang merupakan wadah organisasi perwakilan 
dari masyarakat, sebagai lembaga otonom menunjukan indikasi kurang 
berfungsi sesuai dengan perannya yang telah ditentukan dan hanya berfungsi 
saat adanya bantuan dari pemerintah dan input (dana), juga adanya indikasi 
komite sekolah kurang berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan 
pendidikan. Padahal pertisipasi masyarakat dalam pendidikan ini merupakan 
sesuatu yang esensial bagi penyelenggaraan sekolah yang baik, karena tingkat 
                                                             
5
 Undang-Undang  No. 20 tahun 2003.tentang Sistem Pendidikan Nasional.( Bandung  : Citra 
Umbara, 2006 ),hlm..105 
6 
 
 
partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan di sekolah ini akan  
memberikan pengaruh yang besar bagi kemajuan sekolah. Kuwalitas pelayanan 
pembelajaran di sekolah yang baik pada akhirnya akan berpengaruh terhadap 
kemajuan dan prestasi belajar anak-anak di sekolah.  
 Hubungan sekolah dengan  masyarakat sebagai suatu proses kegiatan 
menumbuhkan dan membina saling pengertian kepada masyarakat dan orang 
tua murid tentang visi dan misi sekolah, program kerja sekolah, masalah-
masalah yang dihadapi serta berbagai aktivitas sekolah lainnya. Suatu lembaga 
pendidikan didirikan karena didorong oleh kebutuhan masyarakat, sehingga 
tanggung jawab pendidikan di sekolah merupakan tanggung jawab masyarakat, 
keluarga dan pemerintah. Jika orang tua murid dan masyarakat diharapkan 
untuk berpartisipasi kepada program sekolah, maka penyampaian informasi 
tentang sekolah yang meliputi fakta, pikiran, perasaan kebutuhan dan sasaran 
kepada orang tua murid dan masyarakat harus dilakukan oleh lembaga 
pendidikan. Munculnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 
20 Tahun 2003 berarti bahwa masyarakat, orang tua murid (komite) 
mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan kepada sekolah. 
 Sebagaimana di tegaskan oleh Mulyasa bahwa, dalam rangka 
mewujudkan Visi dan Misi sekolah sesuai dengan paradigma baru manajemen 
pendidikan, diharuskan perlunya memberdayakan masyarakat dan lingkungan 
sekolah secara optimal. Hal ini penting karena sekolah memerlukan masukan 
dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan sekaligus memerlukan 
dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan program tersebut sehingga 
muncul hubungan timbal balik yang saling menguntungkan(mutualisma).
6
 
 Untuk menjalin hubungan yang  baik sekolah dengan masyarakat 
tentunya kepala sekolah harus berperan aktif walaupun sudah ada petugas 
khusus yang berperan sebagai humas yang di tunjuk dari pihak sekolah. Model 
manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses 
kegiatan sekolah yang direncanakan dan di usahakan secara sengaja dan 
                                                             
6
 Mulyasa,Menjadi Kepala Sekolah Profesional  (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007), 
hlm.163 
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bersungguh sungguh, dan pembinaan secara continue untuk mendapatkan 
simpati dari masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat yang 
berkepentingan langsung dengan sekolah. Oleh karena sekolah berkewajiban 
memberikan penjelasan tentang tujuan–tujuan, program-program, kebutuhan, 
serta keadaan sekolah. Sebaliknya sekolah juga harus mengetahui dengan jelas 
apa kebutuhan dan harapan serta tuntutan masyarakat, terutama terhadap 
sekolah.
7
 Partisipasi  masyarakat dan lingkungan sekitar ini semakin dirasakan 
penting pada masyarakat yang telah menyadari dan memahami pentingnya 
pendidikan. Keterbatasan pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana, 
serta pembiayaan pendidikan, menyebabkan dukungan serta partisipasi 
masyarakat menjadi semakin penting, terutama masyarakat yang terkait 
lansung dengan madrasah yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan 
pendidikan 
 Berdasarkan pemaparan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk 
meneliti di MI Ma’arif NU 1 Pliken yang terletak di kecamatan Kembaran. 
Pemilihan lokasi peneliti dengan alasan, Masyarakat dan  Komite sekolah yang 
merupaka wakil masyarakat di MI Ma’arif NU 1 Pliken adalah salah satu 
Komite sekolah yang selama ini aktif bersama masyarakat berpartisipasi dalam 
meningkatkan mutu pendidikan di MI Ma’arif NU 1 Pliken.  
 MI Ma’arif NU 1 Pliken  adalah Madrasah swasta yang bergabung 
dengan yayasan Lembaga pendidikan Ma’arif NU  Kabupaten Banyumas, yang 
bernaung dibawah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. MI Ma’arif NU 
1 Pliken merupakan salah satu madrasah yang partisipasi masyarakatnya 
terwadahi dalam organisasi Komite sekolah, yang merupakan perwakilan dari 
masyarakat, orangtua siswa dan tokoh masyarakat Pliken dan sekitarnya. 
Berdasarkan study pendahuluan penulis diperoleh dari hasil observasi awal 
dengan Kepala MI Ma’arif NU 1 Pliken,  Muhimah, S.Pd.I. dan Komite 
sekolah Bapak Chamdan BA, pada tanggal 18 Pebruari  2017.
8
 Bahwa di MI 
                                                             
7 Mulyasa,Manajemen Berbasis Sekolah,Konsep,Strategi dan Implementasi,( Bandung : 
PT.Remaja Rosdakarya,2007).hlm.50 
8  Hasil Wawancara dengan Muhimah,S.Pd.I, Chamdan,BA,(Kepala MI dan Komite Sekolah  
MI Ma’arif NU 1 Pliken ), Tanggal 18  Pebruari   2017. 
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Ma’arif NU 1 Pliken telah terlaksana partisipasi masyarakat terhadap 
Madrasah, dimana mereka terutama  Komite sekolah, tokoh masyarakat, wali 
murid atau orang tua siswa saling bekerjasama dengan baik, untuk 
berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program yang direncanakan oleh MI 
Ma’arif NU 1 Pliken. Baik dalam bidang akademik maupun bidang non 
akademik.  Hal ini terbukti dari tahun ketahun prestasi MI Ma’arif NU 1 Pliken 
semakin meningkat baik bidang akademik maupun non akademik.Selain itu 
siswanya juga mengalami kenaikan yang signifikan karena dua tahun yang lalu 
tahun 2014 jumlah siswanya 115 siswa. kemudian tahun 2015 naik menjadi 
160 siswa dan tahun ajaran 2016/2017 siswanya mengalami kenaikan lagi 
sehingga jumlah siswanya sekarang 189 siswa, semua itu terjadi karena adanya 
kerjasama dengan komite sekolah dan partisipasi dari masyarakat. 
 Komite Sekolah di MI Ma’arif NU 1 Pliken dari segi  dukungan, 
partisipasi bidang non akademik sangat baik seperti bidang olah raga catur 
terbukti dalam perlombaan tahun 2017 menjadi juara 1 tingkat kawedanan 
sokaraja dan masuk juara ke 2 di tingkat Kabupaten Banyumas.  Disamping itu 
pada perlombaan baca puisi juga meraih juara ke 2 pada tingkat kabupaten. 
Dalm bidang akademik partisipasi masyarakat juga ikut ambil bagian seperti 
dalam  pelaksanaan tambahan jam mengajar untuk anak- anak  yang kurang 
bisa membaca dan menulis  Al-Qur’an yan dilaksanakan oleh wali murid dan 
guru-guru MI Ma’arif NU 1 Pliken dengan cara di  jadwal secara bergantian 
yang dilaksanakan dengan suka rela. Sedangkan bidang sarana dan prasarana 
komite sekolah beserta masyarakat aktif membantu, menurut seksi 
pembangunan bapak Ibnu Mustolih bahwa Komite sekolah bekerja sama 
dengan masyarakat telah memberikan bantuan pembagunan Mushola untuk MI 
Pliken dan sekarang musholanya sudah bisa dipakai sebagai kegiatan sholat 
Zhuhur berjamaah dan sholat Duha.  
 Dukungan yang lain bentuk partisispasi masyarakat terhadap MI Ma’arif 
NU Pliken adalah kegiatan Ekstrakurikuler seperti Drum band,  Hadroh, MTQ,  
selalu didukung baik dari segi sarana maupun dalam pelatihannya. Seperti 
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bidang Seni Membaca Al-Qur’an MI Ma’arif NU  Pliken selalu meraih Juara 1 
tingkat kecamatan Kembaran bahkan tingkat Kabupaten, menurut informasi 
dari komite sekolah Bapak Ibnu Mustolih bahwa siswa yang punya bakat 
bidang seni membaca Al-Qur’an (MTQ) dilatih lanngsung oleh relawan dari 
wali murid, setelah pulang sekolah dengan di jadwal semingu 2-3 pertemuan 
sehingga di setiap waktu ada even perlombaan  bidang seni membaca Al-
Qur’an anak-anak yang di latih sudah siap dan tidak terkesan mendadak. 
 Berdasarkan  uraian masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 
mengkaji lebih dalam serta  meneliti lebih lanjut mengenai partisipasi 
masyarakat di MI Ma’arif NU 1 Pliken oleh karena peneliti menulis judul 
penelitian:“Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di 
MI Ma’arif NU Pliken Kecamatan Kembaran. 
B. Fokus Penelitian 
 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9
 Sehingga dapat 
hidup mandiri dan hidup layak di tengah tengah masyarakat, dan  mampu 
menyelesaikan berbagai permasalahan dan selalu direncanakan apabila 
melaksanakan suatu tindakan. Upaya untuk meningkatan mutu lembaga 
pendidikan telah banyak dilakukan, tetapi pendidikan masih dihadapkan 
kepada berbagai masalah antara lain yang paling krusial adalah rendahnya 
mutu pendidikan.  
 Dari beberapa kajian, ternyata salah satu faktor penyebabnya antara lain 
adalah minimnya partisipasi komite sekolah/masyarakat dalam menentukan 
kebijakan pendidikan, sebagai akibatnya masyarakat kurang merasa memiliki, 
kurang tanggung jawab dalam memelihara dan membina sekolah dimana anak-
anaknya bersekolah.  Pendekatan ini sangat memerlukan partisipasi yang tinggi 
dari masyarakat, baik yang terwadahkan dalam komite sekolah, dewan 
                                                             
9 Teguh Triwiyanto, Pengantar pendidikan, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2014),hlm.113. 
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pendidikan maupun masyarakat secara umum. Partisipasi yang tinggi dari 
orang tua murid dalam pendidikan di sekolah merupakan salah satu ciri dari 
pengelolaan sekolah yang baik, artinya sejauh mana masyarakat dapat 
berperan  dalam proses pendidikan di sekolah.     
 Terkait dengan identifikasi pokok-pokok pikiran di atas, dengan 
mempertimbangkan keterbatasan waktu, keluasan tema, dan memperhatikan 
relevansi dengan bidang tugas peneliti,  maka kajian dalam penelitian ini 
dibatasi pada masalah partisipasi komite sekolah dalam Meningkatkan Mutu 
Pendidikan di MI Ma’arif NU 1 Pliken Kecamatan Kembaran dengan bentuk 
Partisipasi masyarakat. 
C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, penulis dapat 
merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Bebtuk-bentuk Partisipasi  
Komite sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Ma’arif NU 1 
Pliken Kecamatan Kembaran? 
D. Tujuan  Penelitian  
 Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian bertujuan untuk 
Mengetahui Bentuk-bentuk Partisipasi Komite Sekolah dalam Meningkatkan 
Mutu Pendidikan di MI Ma’arif NU 1 Pliken Kecamatan Kembaran. 
E. Manfaat Penelitian  
 Manfaat penelitian ini yang sifat pendekatanya naturalistik kualitatif 
dapat dilihat dari dua segi manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis  
a. Sebagai salah satu khazanah keilmuan bagi penulis dan pembaca 
khusunya yang menyangkut tentang proses pelaksanaan partisipasi 
masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Ma’arif NU 1 
Pliken. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan  kontribusi pemikiran 
bagi praktisi pendidikan dan peneliti lain yang berminat melakukan 
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penelitian tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam 
meningkatkan pendidikan. 
2. Manfaat Praktis  
Manfaat hasil penelitian ini secara praktis dapat di lihat sebagai berikut: 
a. Sebagai masukan dan sumbangan terhadap kepala sekolah, MI dan 
petugas humas dalam menyempurnakan kegiatanya sebagai pemimpin 
administrasi secara kreatif. Disamping iti juga sebagai masukan bagi 
kepala madrasah, waka humas dan atasan lainya dalam merencanakan, 
melaksanakan, mengevaluasi pembinaan terhadap guru.  
b. Deskripsi ini serta analisis yang diproleh dapat digunakan oleh sekolah  
sebagai informasi aktual dalam menyusun kebijakan sekolah atas 
pengembangan proses administratif tentang  partisipasi  masyarakat di 
sekolah.  
c. Menambah Ilmu dan pengalaman peneliti dalam hal partisipasi 
masyarakat yang berjalan di lingkungan sekolah. 
F. Sistematika Penulisan 
 Rancangan sistematika penulisan tesis yang akan digunakan dalam 
penelitian dengan judul “Partisipasi Komite Sekolah dalam Meningkatkan 
Mutu Pedidikan  di MI Ma’arif NU Pliken Kecamatan Kembaran”, secara 
keseluruhan terdiri dari lima bab, di mana masing-masing bab disusun secara 
rinci dan sistematis dengan dikandung maksud agar dapat memberikan 
gambaran tentang logika peneliti dalam menjawab permasalahan. Adapun 
rancangan sistematika penulisan pembahasan sebagai berikut: 
 Bab Kesatu Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah yang 
menguraikan tentang pentingnya permasalahan yang terjadi dan menjadi 
perhatian peneliti. Pada bagian ini dijelaskan tentang peran serta masyarakat 
dan partisipasinya komite sekolah yang terjadi di  MI Ma’arif NU Pliken 
Kecamatan Kembaran. Dalam bab ini juga memaparkan fokus penelitian, 
rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan bagian 
yang terakhir bab kesatu adalah sistematika penulisan ini sendiri. 
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 Bab Kedua Partisipasi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu 
Pendidikan, bab ini secara umum berisi tentang perdebatan akademik sesuai 
dengan tema tesis, merupakan uraian kajian dari berbagai literatur dan berbagai 
teori dan argumen dari para ahli yang relevan dengan judul penelitian ini. 
Bagian pertama dari bab ini dibahas tentang konsep Partisipasi Masyarakat 
yang meliputi pembahasan tentang: Pengertian Partisipasi masyarakat Fungsi 
Tujuan Partisipasi masyarakat, Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam 
pendidikan  bagian kedua tentang peningkatan mutu pendidikan yang di capai 
akibat dari partisipasi masyarakat di lingkungan sekolah atau madrasah.  
 Bab Ketiga Metode Penelitian, bab ini secara umum membahas tentang 
cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian dengan tujuan 
dan kegunaan yang sesuai dengan judul penelitian ini, sehingga dalam bab ini 
diuraikan tentang tempat dan waktu penelitian,  jenis penelitian, Pendekatan 
penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data yang 
meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Diuraikan pula tentang 
analisis data dengan cara: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 
Sedangkan dalam rangka validasi data dilakukan dengan cara perpanjangan 
keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan melakukan triangulasi.  
 Bab Keempat Hasil Penelitian, bab ini menguraikan tentang paparan 
jawaban sistematis fokus penelitian dan hasil temuan peneliti yang mencakup 
setidaknya 3 hal, yakni (1) gambaran umum Profil MI Marif NU Pliken (2) 
Paparan data yang meliputi: Partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan 
mutu pendidikan di MI Ma’arif  NU Pliken, bentuk-bentuk partisipasi 
masyarakat di MI Ma’arif NU  Pliken, dan (3) Temuan penelitian yang 
meliputi: Partisipasi Komite Sekolah dalam Meningkatan Mutu Pendidikan di 
MI Ma’arif NU Pliken. 
 Bab Kelima, bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh 
dari temuan penelitian dan hasil pembahasan dan kata penutup. 
 Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar 
riwayat hidup penulis. 
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BAB V 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan kajian, paparan data, temuan penelitian serta analisa data dan 
pembahasan tesis yang berjudul “ Partisipasi Komite Sekolah dalam 
Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Ma’arif NU Pliken Kecamatan 
Kembaran”, maka dapat penulis simpulkan  bahwa : 
1. Partisipasi komite sekolah di MI Ma’arif NU Pliken menunjukan bahwa, 
komite sekolah dan orangtua siswa mempunyai kemauan dan kemampuan 
untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Hal 
ini terdeteksi dengan keterlibatanya komite sekolah dalam penyusunan 
perencanaan program dan keputusan kebijakan, adanya keterlibatan komite 
sekolah dan orang tua dalam pelaksanan peningkatan pendidikan.   
              Disamping itu komite sekolah dan orangtua siswa serta masyarakat 
ikut menyusun dan mengesahkan RAPBM, serta ikut memberi masukan dan 
ide gagasan dalam rangka meningkatkan partisipasi dalam meningkatkan 
mutu pendidikan di MI Ma’arif NU Pliken. Di lain hal Komite sekolah 
dengan bekerjasama dengan masyarakat telah membantu baik matrial 
maupun tenaga serta sarana-sarana yang lain baik bidang akademik maupun 
bidang non akademik. Selain itu usaha MI Ma’arif NU Pliken untuk 
memberdayakan masyarakat Pliken adalah dengan meminta masukan, 
kritikan dan saran dari orangtua siswa dan masyarakat sekitar serta komite 
sekolah dalam menyusun dan mengesahkan RAPBM. Dan menjalin 
komunikasi dengan komite sekolah dan orangtua siswa mengenai program 
sekolah, kemajuan siswa, dan menjalin kerjasama dengan orangtua siswa 
untuk membantu anak dalam kegiatan pembelajaran. 
2. Adapun partisipasi masayarakat MI Ma’arif NU Pliken cukup baik dimana 
menurut pola tingkatan partisipasi masyarakat bentuk (Form) partisipasi di 
MI Ma’arif NU Pliken dalam tingkat Bentuk Partisipasi masuk level 
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Tranformative  partisipation, artinya level tertinggi yaitu level ke-4, yaitu 
partisipasi tranformasi, dalam pengertian bahwa masyarakat tidak hanya 
sekedar telah ikut memberikan partisipasi nominal, yang berupa dukungan 
sarana dan prasarana yang diperlukan madrasah, namun mampu ikut 
merumuskan program dan kegiatan untuk mengubah persepsi sekolah, dan 
melaksanakan program dan kegiatan tersebut dengan penuh tanggung 
jawab.  
3. Partisipasi dalam tingkat partisipasi menurut sekolah (top-down) masuk pada 
level Sustainibility, artinya sekolah mendorong masyarakat untuk 
merencanakan program dan merespon suara masyarakat. namun dalam 
pelaksananya belum bisa di wujudkan atau diiplementasikan secara 
keseluruhan  sehingga MI Ma’arif NU Pliken belum mampu 
memberdayakan masyarakat secara maksimal sesuai dengan program yang 
dinginkan walaupun pihak madrasah  sudah bisa memberdayakan 
masyarakat seperti perbaikan/rehab ringan dan pembangunan mushola, serta 
kegiatan-kegiatan lain yang tidak memakai biaya yang besar. Namun belum 
mampu melaksanakan program untuk pelaksanan pembangunan pembuatan 
ruang kelas barau (RKB) sesuai dengan rencana program yang 
direncanakan.   
4. Sedangkan  pada partisipasi menurut masyarakat (Battom-up) masuk level 
empowered participation artinya masuk level tertinggi dimana masyarakat 
memberdayakan  ikut memutuskan program dan masyarakat ikut merasa 
memiliki program sekolah tersebut. Hasil analisis studi lapangan bahwa 
keterlibatan komite sekolah di MI Ma’arif NU Pliken aktif dalam 
melakukan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelengaraan dan 
keluaran pendidikan. Diantaranya dengan melakukan kunjungan ke 
Madrasah atau dewan guru. Di samping itu Komite Sekolah tidak hanya 
hadir dalam pertemuan di sekolah tetapai ikut terlibat dalam penyusunan 
program yaitu ikut memverifikasi RAPBM sebelum disahkan dan ikut 
menandatangani RAPBM dalam dokumen  pengesahan RAPBM. 
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5. Partisipasi menurut fungsi (Funcition) masuk pada tertinggi yaitu level 
mean/end, artinya masyarakat ikut berpartisipasi mengelola program yang 
telah di putuskan. Dimana partisipasi masyarakat di MI Ma’arif NU Pliken 
tidak hanya sebatas pajangan (display) yaitu hanya hadir dalam pertemuan 
tanpa ada input dari masyarakat. Namun madrasah mendorong partisipasi 
masyarakat dengan melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk 
memperoleh masukan dan ide atau gagasan dari masyarakat untuk 
peningkatan pelayanan masyarakat, agar masyarakat lebih aktif 
berpartisispasi, dan masyarakat berperan sebagai pengelola program sesuai 
kegiatan yang telah direncanakan secara bersama sama dengan orang tua 
siswa dan masyarakat. Karena masyarakat lebih aktif berpartisipasi dan  
sebagai pengelola program maka dharapkan pelaksanaan sesuai dengan 
kegiatan yang telah direncanakan bersama orang tua dan masyarakat.  
  Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi komite 
sekolah di MI Ma’arif pliken sudah terlaksana yaitu berupa dana, barang, 
tenaga dan pemikiran, karena kondisi dan keterbatasan masyarakat 
dilingkungan madrasah maka partisipasi komite sekolah masih terbatas dan 
belum maksimal, sebagaimana yang ada dalam paparan teori penelitian ini. 
Walupun demikian partisipasi komite sekolah perlu dipertahankan dan 
ditingkatkan. Adapun partisipasi komite sekolah yang di MI Ma’arif NU 
Pliken yaitu berupa: 
a. Dana seperti sumbangan untuk pembangunan mushola, pemberian 
santunan bagi siswa yatim dan kurang mampu serta anak yang 
berprestasi. 
b. Barang contohnya yaitu: Semen, Batu bata merah, cat tembok, Baju 
seragam untuk siswa tidak mampu dan anak yatim piatu. 
c. Tenaga yaitu membantu memberikan pembelajaran BTA, Seni baca Al-
Qur’an (MTQ), melatih kegiatan ekstrakurikuler pramuka, Olah raga 
tenis mela, catur, dan pidacil. 
d. Pemikiran yaitu komite sekolah sering memberi masukan, ide gagasan, 
dan saran  disaat rapat bersama dalam pembuatan RAPBM. 
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Adapun partisipasi komite sekolah yang belum bisa dilaksanakan sesuai 
dengan teori dalam penelitian ini  antara lain: 
a. Pemberian dana untuk pembangunan  Ruang Kelas Baru ( RKB). 
b. Penyediaan Sumberdaya pendidikan/tenaga ahli  secara memadai. 
c. Pemberian pengadaan bantuan buku-buku pelajaran yang cukup 
d. Pemberian beasiswa bagi siswa yang kuarng mampu/berprestasi. 
e. Pengadaan sarana dan prasarana Computer/leptop. 
Demikian patisipasi komite sekolah di MI Ma’arif NU 1 Pliken yang bisa 
kami simpulkan, sebenarnya masih banyak yang harus dilakukan dengan 
mengutip dan mengambil manfaat dari beberapa teori yang ada dalam 
penelitian ini, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Dengan harapan 
semoga dengan adanya kerjasama dan motivasi serta dukungan partisipasi 
komite sekolah dan masyarakat maka mutu prestasi pendidikan di MI Ma’arif 
NU Pliken  semakin meningkat.  
B. Rekomendasi dan Saran 
 Berdasarkan temuan dari hasil penelitian dapat di sampaikan beberapa 
rekomendasi hasil penelitian. Adapun saran-saran ini dapat dilakukan oleh 
sekolah ataupun lembaga lain dalam rangka meningkatkan pendidikan. 
1. Membentuk forum komunikasi antara komite sekolah, sebagai alat 
komunikasi antara komite yang satu dengan komite sekolah yang lain untuk 
berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang partisipasi masyarakat dalam 
upaya meningkatan mutu pendidikan di sekolah. 
2. Mendorong dan menciptakan kondisi agar komite sekolah dipimpin oleh 
figur tokoh masyarakat yang yang memiliki karakter sebagai pemimpin dan 
intelektual serta paham tentang pendidikan dan permasalah-permasalah di 
masyarakat. 
3. Perlu di pemberdayakan adanya kemampuan orangtua siswa dan masyarakat 
dan pemerhati pendidikan untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Dan 
menyadarkan bahwa paradigma pendidikan sudah berubah dari sistem 
sentralisasi ke sistem desentralisasi yang berbasis partisipasi masyarakat dan 
manajmen berbasis sekolah yang harus melibatkan peran serta masyarakat. 
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4. Membudayakan komunikasi  antara sekolah dengan seluruh komponen 
masyarakat. Dengan komunikasi yang baik maka akan mudah dalam segala  
permasalahan yang dihadapi sekolah. 
5. Sebaiknya  ada pembinaan oleh pihak pemerintah atau instansi terkait 
dengan lembaga komite sekolah. 
C. Kata Penutup 
 Alhamdulillahirobbil’alamin dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat 
Allah SWT, yang melimpahkan ridlo, rahmat dan  taufik serta hidayah-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar.  Dengan segenap 
kesadaran hati penulis meyakini sepenuhnya akan banyaknya kelemahan, 
kekurangan dalam penulisan tesis ini. Keterbatasan kemampuan dan 
pengetahuan yang penulis miliki sehingga penyusunan tesis ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Selaku insan yang lemah dan hamba yang pelupa, penulis 
memohon kritik dan saran yang membangun dari segenap pembaca yang 
bijaksana dan arif.  
Akhirnya dengan segenap kerendahan hati, penulis memohon kepada 
Allah SWT, kiranya tesis ini bisa menjadi buah karya yang berguna bagi 
penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT 
senantiasa membimbing kita ke jalan rido-Nya yang mengantarkan kita ke 
dermaga kehidupan bahagia, selamat di dunia dan akhirat. Dan kepada semua 
pihak yang telah banyak membantu penyelesaian tesis ini, peneliti ucapkan 
terimakasih semoga Allah Swt memberi balasan yang seasuai dengan amal 
baiknya.Amin. 
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